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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1)  UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dibentuklah Pengadilan Hak Asasi
Manusia di lingkungan Peradilan Umum untuk mengadili pelanggaran hak
asasi manusia yang berat. Pembentukan Pengadilan HAM dituangkan
dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 2000.

2) Tempat dan Kedudukan Pengadilan HAM

a) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah
kota yang daerah  hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan
Negeri yang bersangkutan.

b) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM
berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang ber-
sangkutan.

3) Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM bertugas dan ber-
wenang:

a) memeriksa dan memutus perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang berat;

b) berwenang memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang dilakukan di luar batas
teritorial wilayah negara RI oleh warga
negara Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang
memeriksa dan memutuskan perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang berat yang
dilakukan oleh seseorang yang berumur di
bawah 18 tahun pada saat terjadi kejahatan
dilakukan.

 4) Susunan Majelis Hakim Pengadilan HAM

Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima)
orang. Majelis hakim Pengadilan HAM  terdiri atas:

a) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan;

b) orang hakim ad hoc.

Hadirnya tokoh-tokoh penegak HAM, maka usaha
penegakkan HAM di Indonesia dapat lebih
ditegakkan dengan adil dan transparan.

3.16Gambar  Sumber: ugm.ac.id
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Hakim ad hoc dalam Pengadilan HAM tersebut di atas diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Jumlah hakim
ad hoc sekurang-kurangnya 12 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan
dapat diangkat kembali untuk kali masa jabatan.

5) Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau
ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
sesuai dengan putusan Pengadilan HAM.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara,
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

a) pengembalian harta milik,

b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan

c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya
kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

B. Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang muncul
akhir-akhir ini, misalnya masalah pelecehan seks, TKW, dan TKI yang
menjadi imigran gelap di beberapa negara. Apa yang dimaksud dengan
pelanggaran HAM? Kasus-kasus apa saja yang termasuk pelanggaran
HAM dan dapat diadili di pengadilan HAM?

1. Pengertian Pelanggaran HAM

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM
dan contohnya, kalian perlu lebih dahulu memahami nilai-nilai yang berkaitan
dengan HAM. Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan dari Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.

a. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat
pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan.
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b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebe-
basan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

c. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun.

d. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebu-
tuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi
oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

e. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional
dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai
hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

f. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi
manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

g. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib
patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan
hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima
oleh negara Republik Indonesia.

h. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral,
etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

i. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam
undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara
Republik Indonesia.

Nah, berdasarkan ketentuan nilai di atas, sekarang coba kalian analisa
beberapa kasus/perbuatan yang berkaitan dengan HAM berikut ini!

a. Pak Komar tidak menyetujui anaknya ikut kegiatan ekstra kurikuler di
sekolah dan melarang anaknya bergaul dengan anak-anak lain setelah
pulang sekolah.

T u g a s   I n d i v i d u
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Menurut Prof. Baharuddin Lopa,SH dalam Lokakarya Nasional ke
III tahun 1997, mengatakan bahwa ada 4 (empat) macam pelanggaran
HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu terutama yang
memiliki kewenangan dan kekuasaan, saling tidak mampu mengekang
dirinya.

b. Adanya kebiasaan bahwa pihak yang memiliki wewenang dan
kekuasaan masih sering menyalahgunakannya.

c. Masih kentalnya budaya ewuh pekewuh, yang membuka peluang
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakkannya
(enforcement) terganggu.

d. Law enforcement masih lemah dan seringkali bersifat diskriminatif.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dinyatakan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.”

A g r e g a t

b. Seorang suami suka memukul isterinya karena telah kalah dalam berjudi.

c. Kaum wanita dianggap sebagai kaum yang lemah oleh sebagian
masyarakat yang tidak membenarkan mereka memegang jabatan penting
seperti direktur, doktor, ahli politik, dan sebagainya.

d. Perusahaan konveksi Andika Semarang sering memaksa pekerjanya
untuk bekerja lembur untuk kepentingan perusahaan tetapi tidak
memberikan bayaran tambahan (uang lembur) kepada pekerjanya.

e. Latif enggan membantu dan tidak mau menghormati Lola temannya
yang cacat karena dia tidak suka bergaul dengan orang yang cacat.

Manakah yang termasuk perbuatan melanggar HAM? Apa alasan-
nya? Apa yang dimaksud melanggar HAM? Laporkan hasil analisis kalian
dan presentasikan di depan kelas secara bergantian!
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Tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan HAM.
Pelanggaran HAM yang dapat diadili oleh pengadilan HAM adalah
pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat
adalah sebagai berikut.

a. Kejahatan genosida

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama dengan cara-cara:

1) membunuh anggota kelompok,

2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok,

3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruhnya  atau sebagian,

4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok, dan

5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok  tertentu ke
kelompok lain.

b. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang
dilakukan  sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil, berupa:

1) pembunuhan,

2) pemusnahan,

3) perbudakan,

4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,

5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional,

6) penyiksaan,

7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara,
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8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,

9) penghilangan orang secara paksa, dan

10) kejahatan apartheid.

2. Kasus Pelanggaran HAM

Dalam negara modern, hak asasi
manusia telah menjadi alat bagi anggota
masyarakat untuk menghadapi kekuasaan
yang dominan dan cenderung menindas.
Masalah hak asasi manusia memang
berkaitan erat dengan masalah demokrasi.
Dalam negara demokrasi, hak-hak asasi
manusia mendapatkan perlindungan yang
paling kuat. Dengan adanya parlemen
atau DPR, kebebasan pers, kebebasan
berpendapat, dan sebagainya, tidak mudah
bagi pemerintah untuk melanggar hak
asasi rakyatnya.

Namun, sistem demokrasi belum tentu dapat menjamin bahwa HAM
akan senantiasa dijamin dan dihormati. Dalam negara demokrasipun,
hak-hak asasi manusia golongan tertentu, seperti golongan minoritas,
golongan perempuan, anak-anak, orang cacat dan lain-lain masih sering
dilanggar/diabaikan. Jadi, sekalipun negara modern dan demokratis tetap
saja sering terjadi kasus pelanggaran HAM. Tahukah kalian, kasus-kasus
apa saja yang termasuk pelanggaran HAM di Indonesia? Bagaimana
penyelesaiannya?

a. Penyelesaian Pelanggaran HAM di Timtim

Masalah Timor Timur pada dasarnya menyangkut masalah hak
menentukan nasib sendiri dari rakyat Timtim yang sangat mendasar.
Masalah ini kemudian menimbulkan pertentangan antara golongan anti
integrasi dan golongan prointegrasi. Golongan anti integrasi adalah
golongan yang menginginkan kemerdekaan sendiri, sedangkan golongan
prointegrasi adalah Pemerintah Pusat/TNI-Polri. Pertentangan tersebut
meningkat hingga mengakibatkan tindakan kekerasan yang dinilai sangat
melanggar HAM.

Para wakil rakyat yang duduk di DPR sedang rapat.

 Sumber: dpr.go.id3.17Gambar
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Komisi Penyelidik HAM yang dibentuk Komisi HAM PBB,  menyim-
pulkan bahaya di Timtim terjadi pola pelanggaran HAM yang berat dan
pelanggaran kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah
intimidasi yang meluas dan sistematis, penyiksaan dan teror, perusakan
harta milik, kekerasan terhadap wanita, dan pemindahan penduduk.
Selain itu, ditemukan adanya pemusnahan  bukti-bukti dan keterlibatan
TNI dan milisi di dalam kekerasan-kekerasan tersebut.

Untuk menerima tuntutan dan mengadili serta menghukum para
pelanggar HAM di Timtim, Komisi Penyelidik merekomendasikan agar
PBB membentuk Peradilan Internasional untuk HAM di Indonesia.
Komnas HAM juga membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-
HAM) untuk Timtim. Dalam penyelidikannya, KPP-HAM telah menyimpul-
kan adanya indikasi yang kuat terjadinya pelanggaran HAM yang berat
yang dilakukan secara terencana, sistematis dalam skala besar dan luas.
Pelanggaran HAM yang ditemukan adalah berupa pembunuhan massal,
penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap
wanita dan anak termasuk perkosaan dan perbudakan seksual, pengungsian
paksa, pembumihangusan dan perusakan harta milik. Semuanya
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM juga menemukan bukti kuat
mengenai terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti.  Selain
itu, KPP-HAM telah menyimpulkan adanya kerja  sama antara aparat sipil
dan militer termasuk kepolisian dengan milisi telah melakukan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Kemudian KPP-HAM merekomendasikan agar
Pemerintah segera mengadili pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan
terhadap kemanusiaan di Timtim.  Sekarang, kasus pelanggaran HAM di
Timtim telah terselesaikan melalui Pengadilan HAM. Para pelaku pelanggaran
HAM di Timtim telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

b. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM lainnya

Kasus pelanggaran HAM lainnya yang termasuk sudah diselesaikan
adalah kasus Tanjung Priok. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 ketika
massa di Tanjung Priok, Jakarta menuntut pembebasan beberapa orang
yang ditangkap oleh aparat keamanan.Mereka ditangkap aparat
keamanan setelah mengajukan protes yang disertai kekerasan terhadap
seorang tentara yang diduga mengotori tempat ibadah. Penanganan
aparat keamanan terhadap protes massa berubah menjadi kekerasan,
karena aparat kemanan menembaki kerumunan massa. Sekarang, pihak-
pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan
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tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan ad hoc HAM. Meskipun
demikian, tidak semua kasus pelanggaran HAM dapat diajukan ke
pengadilan HAM dengan mudah.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesai-
kan secara hukum, antara lain kasus penembakan mahasiswa Universitas
Trisakti. Kasus ini dimulai dengan unjuk rasa menuntut mundurnya
Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998. Dalam rangkaian
peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran HAM sewaktu kerusuhan
tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta.

Berbagai pelanggaran HAM seperti di Aceh, Irian Jaya, Kedungombo,
penggusuran tanah rakyat, kasus Marsinah serta tragedi 27 Juli sampai
saat ini belum dapat terselesaikan secara hukum. Mungkin karena sulit-
nya mendapatkan bukti-bukti. Selain itu peristiwa kerusuhan/konflik di
Sampit Kalimantan serta kerusuhan di Poso dan di Ambon juga terkait
dengan pelanggaran HAM.

Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian juga dijumpai kasus/
perbuatan yang melanggar HAM?

Untuk meningkatkan pemahaman konsep tentang pelanggaran HAM,
lakukanlah pengamatan di masyarakat lingkungan tempat tinggal kalian.
Catatlah contoh-contoh kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM.
Berikan alasan mengapa peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM
dengan berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999. Laporkan hasil
pengamatan kalian secara tertulis dalam bentuk tabel 3.1 berikut dan
presentasikan di depan kelas!

Tabel 3.1

Kasus Pelanggaran Ham yang Terjadi di Masyarakat

No

1

2

3

dst

Contoh kasus pelanggaran HAM Alasannya

T u g a s  D i s k u s i
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Upaya Perlindungan dan Penegakan
Hak Asasi Manusia

1. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa HAM bukan
sekadar suatu konsep, tetapi mengarah pada penghormatan terhadap
kemanusiaan. Deklarasi Wina (1993) menyatakan, “adalah kewajiban
negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan menganjurkan
pemerintah-pemerintah untuk menggabungkan standar-standar yang
terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional ke
dalam hukum nasional.”

Menurut pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, disebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan
lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima
oleh negara Republik Indonesia.” Dalam undang-undang ini, pemerintah,
partai atau pihak manapun tidak dibenarkan mengurangi, merusak, dan
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar manusia.

Salah satu tujuan Komisi Nasional HAM
adalah meningkatkan perlindungan dan pene-
gakan hak asasi manusia guna perkembangan
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan. Sementara itu, masyarakat
berhak berpart is ipasi dalam perl indungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Selain itu, masyarakat juga berhak menyampai-
kan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain
yang berwenang dalam rangka perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia
bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau

Gedung PBB tempat berawalnya resolusi
berbagai kebijakan, termasuk HAM.

3.18Gambar
 Sumber: un.schq.com

C.
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Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
Upaya perlindungan HAM  tersebut dapat dilakukan melalui 3 bentuk,
yaitu sebagai berikut.

a. Kegiatan pemerintah membuat peraturan perundangan maupun
meratifikasi hukum internasional tentang hak asasi manusia. Peraturan
perundangan selain UU No. 39 Tahun 1999, antara lain:

1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum;

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Kegiatan Komnas HAM yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia.

c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia melalui pemahamannya saling menghormati  hak
asasinya masing-masing.

Menurut Prof. Alfonso Martinez, guru besar teori hubungan interna-
sional Kuba, pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM harus
melalui kerja sama yang setara, tanpa adanya konfrontasi maupun
pemaksaan nilai dari satu pihak lain.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana wujud/
kegiatan yang berupaya perlindungan HAM?  Pembahasan mengenai
wujud kegiatan pemerintah dan Komnas HAM dalam melindungi dan
menegakkan HAM sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Lalu,
bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan HAM?

Petunjuk:

1. Bentuklah kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri
atas 4-5 siswa!

2. Diskusikan dalam kelompok masing-masing untuk membahas
pertanyaan di atas!

3. Laporkan hasil diskusi kalian secara tertulis dan presentasikan di depan
kelas secara bergiliran!

T u g a s   K e l o m p o k
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2. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan
segala kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya HAM. Oleh karena
itu, perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi masing-masing dan
pengawasan terhadap pelanggaran HAM, serta penyelesaian kasus
pelanggaran HAM.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan instrumen dan prosedur
perlindungan dan penanganan pelanggaran HAM oleh Pengadilan HAM.
Namun, penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM
ternyata tidak selalu berjalan lancar. Hingga kini masih banyak kasus
pelanggaran HAM  yang tidak kunjung diajukan ke pengadilan.

Kesulitan dalam menangani masalah
pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, misalnya karena peristiwa
pelanggaran HAM tersebut terjadi pada
masa lalu. Bukti-bukti pelanggaran HAM
mungkin sudah hilang atau korban sendiri
sudah lupa dengan peristiwa yang dialami-
nya sehingga kasus itu sulit untuk diselidiki.
Kadang kala pelanggaran HAM terjadi akibat
kebijakan pemerintahan. Untuk menuntut
pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan
akan mengalami kesuli tan, karena dia
memiliki kekuasaan.

a. Saling Menghormati Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat ketentuan
yang mengatur kewajiban dasar manusia, misalnya pasal 69 ayat (1) yang
menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-
undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sikap saling menghormati hak asasi manusia dapat mencegah
terjadinya pelanggaran HAM oleh sesama manusia. Pelanggaran hak-hak
asasi manusia antara lain disebabkan oleh adanya arogansi kewenangan

Upaya penegakan HAM seringkali terbentur masalah
SDM yang kurang berkualitas.

 Sumber: Ap Photo
3.19Gambar
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dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat yang berkuasa. Akibatnya sulit
mengendalikan dirinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak
orang lain.

b. Pengawasan terhadap Hak Asasi Manusia

Salah satu kelemahan yang umum dari suatu penegakan hak asasi
manusia adalah lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, lembaga
pengawas sangat penting. Mengapa demikian? Dengan adanya
pengawasan setidaknya dapat mengarahkan orang agar perilakunya tidak
melanggar hak asasi manusia. Masalahnya adalah siapa yang berwenang
mengawasi hak asasi manusia? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan
pemahaman apa saja yang menjadi kriteria terjadinya pelanggaran HAM.
Apa tujuan diadakan pengawasan terhadap hak asasi manusia?

Untuk melaksanakan fungsinya dalam pemantauan, Komnas HAM
bertugas dan berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi
manusia. Dalam hal ini Komnas HAM melakukan langkah pengawasan
pelanggaran hak asasi manusia bersama-sama dengan semua unsur
masyarakat luas yang peduli terhadap perlindungan dan penegakan HAM.
Komnas HAM menafsirkan pelanggaran HAM adalah yang dilakukan oleh
penguasa termasuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar
yang cenderung memanfaatkan kekuasaannya.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan hanya bersifat preventif.
Artinya, mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia
baik oleh penguasa atau pihak-pihak yang kuat terhadap warga
negaranya atau pihak-pihak yang lemah. Jadi, tujuan diadakan
pengawasan terhadap HAM adalah agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi
pemantauan sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kalau ada lembaga
pengawas, apakah diikuti dengan sanksi bagi para pelanggar HAM?

c. Penyelidikan, Penuntutan, dan Pengadilan terhadap
Pelanggaran HAM

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa tiap pelanggaran HAM dapat
diajukan ke Pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Sementara itu, pelanggaran HAM yang tidak berat, dan termasuk pelanggaran
hukum pidana kewenangan untuk menyelidiki apabila ada pada kepolisian.
Penuntutan dilakukan oleh jaksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.
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1) Penyelidikan

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan
pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang
diduga terdapat pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2006, pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelidikan terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM.

Dalam melaksanakan penyelidikan tersebut, Komnas HAM ber-
wenang, antara lain sebagai berikut.

a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang
tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta
mencari keterangan dan barang bukti.

c) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk
diminta dan didengar keterangannya.

d) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.

2) Penyidikan dan Penuntutan

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000, penyidikan dan
penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh Jaksa Agung. Penuntutan itu wajib dilaksanakan paling lambat 70
hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM
sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa
Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3) Pemeriksaan di Pengadilan

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa, dan
diputus oleh Pengadilan HAM. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam
waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan HAM.

Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara tersebut dilakukan oleh majelis
hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim Pengadilan
Tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc.
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Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat dimohonkan
kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus
paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah
Agung. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh majelis hakim yang
berjumlah 5 orang terdiri atas 2 orang Hakim Mahkamah agung dan 3
orang hakim ad hoc.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa perlindungan dan penegakan HAM, bukan
hanya tanggung jawab pemerintah saja atau Komnas
HAM. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab seluruh
lapisan masyarakat melalui pemahamannya saling
menghormati hak asasinya masing-masing. Melalui
Pengadilan HAM diharapkan semua perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang berat dapat diselesaikan
dengan tuntas. Para pelanggarnya dikenakan sanksi
yang cukup berat, dan para korban pelanggaran HAM
yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan
putusan Pengadilan HAM.

3.20Gambar
Sumber: salzburg.gv.com

Munir, salah satu tokoh penegakan
HAM di Indonesia

Petunjuk:

1. Bentuklah kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri
atas 4-5 siswa!

2. Diskusikan dalam kelompok masing-masing untuk membahas
pertanyaan berikut ini.

a. Mengapa dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak
mencantumkan ketentuan pidana bagi pelanggar HAM yang tidak
berat?

b. Adakah sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku
pelanggaran HAM yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang
berat? Kalau ada, apa sanksinya? Mengapa demikian?

3. Laporkan hasil diskusi kalian secara tertulis dan presentasikan di depan
kelas secara bergiliran!

T u g a s   K e l o m p o k
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R a n g k u m a n

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya.
Hak asasi tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan oleh setiap orang demi
kehormatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan
hanya suatu konsep, karena pada dasarnya HAM mengarah pada
penghormatan terhadap kemanusiaan.

2. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya
terhadap harga diri, harkat dan martabat manusia. Jadi sesung-
guhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di
dunia ini.

3. Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan hak-hak asasi pribadi,
ekonomi,  politik,  mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum
dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan dan hak asasi
untuk mendapatkan perlakuan atas tata cara peradilan.

4. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia diperlukan adanya instrumen atau perlengkapan. Instrumen
yang dibutuhkan adalah hukum (baik hukum nasional maupun
internasional) dan lembaga perlindungan HAM. Hukum HAM yang
ada di Indonesia antara lain UUD 1945, pasal 28A-28J, UU No. 39
Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2004 dan
berbagai konvensi yang telah dirat i f ikasi.   Sementara i tu,
kelembagaan HAM yang ada antara lain Komnas HAM, Komnas Anti
Kekerasan terhadap Perempuan, pengadilan HAM, dan Komnas
Lanjut Usia.

5. Banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang muncul
akhir-akhir ini. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
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6. Upaya perlindungan HAM  tersebut dapat dilakukan melalui 3 bentuk,
yaitu sebagai berikut.

a. Kegiatan pemerintah membuat peraturan perundangan maupun
meratifikasi hukum internasional tentang hak asasi manusia.
Peraturan perundangan selain UU No. 39 Tahun 1999, antara
lain:

1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Kegiatan Komnas HAM yang bertujuan meningkatkan perlin-
dungan dan penegakan hak asasi manusia.

c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia melalui pemahamannya saling
menghormati  hak asasinya masing-masing.

7. Perlindungan dan penegakan HAM, bukan hanya tanggung jawab
Pemerintah saja atau Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab
seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya sal ing
menghormati hak asasinya masing-masing.

8. Upaya perlindungan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab
pemerintah saja atau Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab
seluruh masyarakat yang peduli terhadap perlindungan HAM.  Upaya
penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan segala
kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya HAM. Oleh karena itu,
perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi masing-masing
dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM, serta penyelesaian
kasus pelanggaran HAM. Perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM.

9. Perlindungan dan penegakan HAM, bukan hanya tanggung jawab
pemerintah saja atau Komnas HAM. Akan tetapi, menjadi tanggung-
jawab seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya saling
menghormati hak asasinya masing-masing. Melalui Pengadilan HAM
diharapkan semua perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dapat diselesaikan dengan tuntas.
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Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya, disebut....
a. hak asasi manusia c. hak kodrati manusia
b. hak asasi pribadi d. instrumen hak asasi

2. Piagam Magna Charta yang lahir pada tanggal 15 Juni 1215, antara lain memuat
prinsip bahwa....
a. tiada paksaan dalam beragama
b. kekuasaan raja harus dibatasi
c. sebuah undang-undang harus melindungi kebebasan warga negara
d. Raja William harus mengakui hak-hak parlemen

3. Hak untuk mendirikan partai politik dan memilih dalam pemilihan umum
merupakan contoh hak asasi....
a. pribadi c. politik
b. ekonomi d. sosial budaya

4. Berdasarkan pasal 28A UUD 1945, setiap orang berhak....
a. mempertahankan hidup dan kehidupannya
b. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
d. memeluk agama dan beribadah menurut agamanya

5. Menurut Franz Magnis Suseno, hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan
publik dari negara disebut....
a. hak asasi liberal c. hak asasi positif
b. hak asasi demokratis d. hak asasi sosial

6. Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh
UU No. 39 Tahun 1999 adalah....
a. hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara
b. hak atas pekerjaan, jabatan, dan profesi
c. hak melakukan perbuatan hukum sendiri
d. hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam keluarga

Pelatihan Bab 3
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7. Yang tidak termasuk kasus-kasus yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang
HAM adalah....
a. kasus tanjung priok 1984 c. kasus terbunuhnya Marsinah 1984
b. kasus Sumanto 2002 d. kasus tri sakti 1998

8. Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan
Tahun 1979 telah diratifikasi dengan....
a. UU No. 7 / 1984 c. Kepres No. 48 / 1993
b Kepres No. 36 / 1990 d. UU No. 5 / 1998

9. Komisi Nasional HAM dibentuk berdasarkan....
a. keppres No. 50   Tahun 1993 c. UU No. 39 Tahun 1999
b. keppres No. 181 Tahun 1998 d. keppres No.  9 Tahun 1999

10. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM merupakan
salah satu tugas Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi....
a. pengkajian c. penyuluhan
b. penelitian d. pemantauan

11. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat disebut....
a. pengadilan HAM c. pengadilan negeri
b. pengadilan umum d. pengadilan ad hoc

12. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa merupakan contoh....
a. kejahatan genosida c. kejahatan sosial budaya
b. kejahatan kemanusiaan d. pelanggaran HAM ringan

13. Pada tahun 2004 ini, telah disahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang
mengatur tentang....
a. komisi perlindungan perempuan
b. anti kekerasan terhadap perempuan
c. perlindungan kekerasan dalam keluarga
d. penyelesaian secara kekeluargaan

14. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan maka
dibentuklah....
a. komnas HAM
b. pengadilan HAM
c. komisi perlindungan perempuan
d. komnas anti kekerasan terhadap perempuan
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15. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya
disebut....
a. restitusi c. kompensasi
b. rehabilitasi d. kompetensi

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah dasar pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan? Jelaskan!

2. Berikan empat contoh kegiatan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan!

3. Apakah yang dimaksud dengan Komnas HAM? Jelaskan!

4. Sebutkan fungsi Komnas HAM!

5. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan HAM?

6. Dimanakah kedudukan Pengaadilan HAM? sebutkan!

7. Bagaimanakah susunan Majelis Hakim Pengadilan HAM?

8. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan?
Jelaskan!

9. Bila kamu merasa hak asasimu dilanggar oleh orang lain, apakah yang kamu
lakukan? jelaskan pula alasannya!

10. Setiap korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Apakah artinya? jelaskan!



 Sumber:
ugm.ac.com

Bab

Kemerdekaan
Mengemukakan
Pendapat

Setiap orang tentunya juga memiliki
harapan, kepentingan, kehendak, gagasan
atau pikiran terhadap sesuatu.
Agar harapan dan pikiran tersebut dapat
terwujud maka perlu dikemukakan kepada
orang lain. Oleh karena itu,
secara kodrati sebenarnya setiap
orang memiliki hak untuk
mengemukakan pendapatnya.

4

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan
hakikat pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan

bertanggung jawab. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui bentuk dan tata cara
mengemukakan pendapat di muka umum, fungsi media massa sebagai pembentuk

opini, pengontrol sosial, dan pendorong kebebasan berbicara dan berkomunikasi.
Pada akhirnya, kalian akan mampu menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
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Pemetaaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.

Perilaku
Mengemukakan

Pendapat Secara
Bebas dan

Bertanggung
Jawab

Media Massa dan
Kebebasan Pers

Pentingnya
kemerdekaan

mengemukakan
pendapat secara

bebas dan
tanggung jawab

Bentuk & Tata
Cara

Menyampaikan
Pendapat di Muka

Umum

Menyampaikan
Pendapat di Muka

Umum

Pengaturan
Kemerdekaan

Mengemukakan
Pendapat

Nili-nilai dalam
masyarakat

Merupakan hak dasar
bagi manusia (HAM)
untuk menyampaikan
buah pikiran melalui
berbagai wahana tanpa
ada gangguan atau
hambatan dari pihak
manapun

Jaminan dan pengaturan
kemerdekaan mengeluarkan
pendapat di Indonesia:
1. UUD 1945, pasal 28A-28J
2. UU No. 9 Tahun 1998
3. UU No. 39 Tahun 1999
4. UU No. 36 Tahun 1999
5. UU No. 40 Tahun 1999
6. UU No. 32 Tahun 2002 Mengemukakan

pendapat di hadapan
orang banyak atau
orang lain, termasuk
tempat yang dapat
didatangi dan/atau
dilihat setiap orang.

Mewujudkan kebebasan
yang bertanggung jawab
sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi
manusia sesuai dengan
Pancasila dan UUD
1945.
Mewujudkan iklim yang
kondusif bagi
berkembangnya
partisipasi dan
kreativitas setiap warga
negara sebagai
perwujudan hak dan
tanggung jawab dalam
kehidupan berdemokrasi

Beberapa cara/ bentuk
menyampaikan pendapat
dimuka umum, yaitu: unjuk
rasa (demonstrasi), mimbar
bebas, pawai, dan rapat
umum

Sarana komunikasi yang
menghubungkan masyarakat,
misalnya televisi dan surat
kabar. Pers yang bebas dari
tindakan pencegahan,
pelarangan, dan atau
penekanan agar hak-hak
masyarakat untuk
memperoleh informasi
terjamin

Berani mengemukakan
pendapat secara bebas,
tanpa ada hambatan
dan paksaan serta
menghargai hak orang
lain, menaati peraturan
yang berlaku dan
menjaga persatuan dan
kesatuan

Kemerdekaan
Mengemukakan

Pendapat

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata berikut.

pengaturan hak mengemukakan pendapat, unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas,
perlindungan hukum, kontrol sosial, media massa

P e t a  K o n s e p

Kata    Kunci
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A. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

1. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Sebelum kalian memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan
pendapat, ada baiknya dipahami dulu pengertian pendapat. Setelah itu
pengertian mengemukakan pendapat dan kemerdekaan mengemukakan
pendapat. Tentunya kalian pernah mendiskusikan sesuatu di rumah atau
di sekolah bukan? Kalau ya, pernahkah kalian memiliki buah pikiran,
anggapan atau gagasan terhadap sesuatu yang didiskusikan tersebut?
Nah, pikiran, anggapan atau gagasan itulah yang dinamakan pendapat.
Pendapat tersebut biasanya dikemukakan melalui bahasa lisan atau
tertulis atau lainnya. Pendapat merupakan sarana untuk menyampaikan
pemikiran atau gagasan seseorang mengenai sesuatu hal. Lalu, apakah
yang dimaksud mengemukakan pendapat? Ketika kalian sedang
mengeluarkan pikiran, anggapan atau gagasannya itu artinya kalian
sedang berpendapat. Jadi, mengemukakan pendapat artinya mengeluar-
kan buah pikiran atau gagasan melalui bahasa lisan atau tertulis dan
lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah hakikat
kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Kemerdekaan memiliki arti kebebasan atau hak. Kebebasan berarti
keleluasaan berbuat sesuatu tanpa ada tekanan, gangguan, hambatan
maupun paksaan dari orang lain atau pihak manapun. Sementara itu, hak
berarti kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat diartikan sebagai
kebebasan atau hak untuk menyampaikan buah
pikiran, anggapan atau gagasan melalui berbagai
sarana/wahana dengan tanpa ada tekanan,
gangguan, hambatan maupun paksaan dari orang
lain atau pihak manapun.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat
merupakan hak dasar bagi manusia. Pembatas-
an dan pengekangan terhadap hak mengemu-
kakan pendapat akan mencederai martabat
kemanusiaan. Tindakan tersebut termasuk
sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah
hak setiap warga negara untuk menyampaikan

Deklarasi Universal HAM,
pasal 19
“Setiap orang berhak atas
kebebasan berpendapat atau
mengeluarkan pendapat; hak
itu meliputi kebebasan
mempertahankan pendapat
dengan tanpa gangguan,
serta mencari, menerima,
dan meneruskan segala
informasi dan gagasan
melalui media apapun dan
tanpa memandang batas.”

A g r e g a t
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pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. Melalui kemerdekaan mengemukakan pendapat,
manusia akan dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikiran,
gagasan dan kepentingannya. Sebaliknya, tanpa kemerdekaan
mengemukakan pendapat, manusia tidak dapat mewujudkan apa yang
menjadi pemikiran dan kepentingannya.

2. Pengaturan Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Kemerdekaan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat
merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi
yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia
diperlukan suasana yang aman dan damai. Oleh sebab itu, hak mengemu-
kakan pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan
menjunjung tinggi nilai–nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila, kesusilaan,
dan kepatutan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk
membangun masyarakat demokratis perlu dijunjung tinggi nilai dasar
demokrasi. Ada tiga nilai dasar demokrasi, yaitu persamaan, kebebasan,
dan peraturan atau hukum. Nilai persamaan maksudnya adalah bahwa
setiap warga negara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama. Nilai
kebebasan berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan atau
hak untuk mengemukakan pendapat. Meskipun setiap warga negara diberi
kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat,
namun harus tetap menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Seperti yang telah kalian pahami, bahwa kemerdekaan mengemuka-
kan pendapat sangat penting bagi setiap orang. Akan tetapi, perlu
dipahami juga bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat bukan
berarti kebebasan yang mutlak tanpa batas. Coba kalian bayangkan,
seandainya kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak dibatasi
peraturan perundangan. Apa yang akan terjadi seandainya kemerdekaan
mengemukakan pendapat melampaui batas tanpa menaati peraturan
perundangan yang berlaku? Tentu saja, kemerdekaan mengemukakan
pendapat yang tanpa batas akan mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat.
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Sebaliknya, pengekangan dan pencabutan terhadap kemerdekaan
mengemukakan pendapat dapat menimbulkan penindasan. Penindasan
mengakibatkan orang kehilangan kebebasannya. Tanpa kebebasan
berpendapat, orang tidak akan dapat mewujudkan pemikiran dan
kehendaknya. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat
harus dilindungi oleh peraturan perundangan. Mengapa perlu dibuat
peraturan perundangan yang mengatur kebebasan mengemukakan
pendapat? Apa saja peraturan perundangan yang mengatur kemerdekaan
mengemukakan pendapat? Apakah peraturan perundangan itu dibuat
untuk mengekang kebebasan?

Pada bab I, kalian tentu sudah memahami bahwa hukum di buat
dengan tujuan menjamin ketertiban masyarakat. Demikian juga peraturan
perundangan mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat.
Peraturan perundangan ini dibuat agar kemerdekaan mengemukakan
pendapat tidak melampaui batas dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Peraturan perundangan dibuat bukan untuk mengekang kebebasan
berpendapat. Justru peraturan perundangan dibuat agar setiap warga
negara dapat menyampaikan kepentingan dan pemikirannya. Peraturan
perundangan tersebut dibuat untuk melindungi kebebasan mengemuka-
kan pendapat. Selain itu, peraturan tersebut membatasi agar kebebasan
mengemukakan pendapat tidak disalahgunakan untuk melanggar hak
orang lain.

Di negara kita, kemerdekaan mengemukakan pendapat sudah diatur
dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini dapat kamu
lihat ketentuan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.” Pasal ini menjelaskan bahwa
kemerdekaan warga negara untuk
mengemukakan pendapatnya dilindungi
oleh negara dan ditetapkan dengan
undang-undang.

Dalam pasal 28 E ayat (3), dinyata-
kan bahwa “ Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.” Selanjutnya,
pasal 28 F menyatakan bahwa “Setiap

4.1Gambar Sumber: dpr.go.id

Peraturan perundangan secara umum dibuat dalam rangka
mengatur ketertiban masyarakat dan menjamin terlaksananya
kepentingan warga negara dan hak asasi manusia.
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orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai-
kan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Kedua pasal tersebut merupakan jaminan terhadap setiap orang untuk
melaksanakan hak asasinya, khususnya kebebasan berserikat, berkumpul,
berpendapat, dan berkomunikasi serta memperoleh informasi.

Selain ketentuan UUD 1945, kemerdekaan mengemukakan pendapat
juga diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang tersebut
antara lain sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

Dalam pasal 1 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan bahwa
“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Yang dimaksud
mengeluarkan pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat
di muka umum, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut  undang-undang ini ,
setiap orang berhak berkomunikasi
termasuk melakukan kegiatan tele-
komunikasi  yang merupakan hak
asasi manusia. Undang-un dang ini
merupakan pelaksanaan dari pasal 28
F UUD 1945. Yang dimaksud teleko-
munikasi  dalam undang-undang
tersebut adalah setiap pemancaran,
pengiriman dan/atau penerimaan dari
setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara,
dan bunyi melalui sistem kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.

4.2Gambar Sumber: Ap Photo

Pada era globalisasi, setiap orang dapat dengan mudah
menerima dan mengirim informasi serta berkomunikasi.
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c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kemerdekaan pers
dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Selanjutnya, pasal 4 ayat (2)
undang-undang ini, menyatakan dengan tegas bahwa terhadap pers
nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan
penyiaran. Ketentuan ini merupakan jaminan terhadap kebebasan pers
di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut,
yang dimaksud dengan pers adalah
lembaga sosial atau wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik meliputi mencari, memper-
oleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi baik
dalam bentuk tulisan, suara, gambar,
suara dan gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elek-
tronik, dan segala jenis saluran yang
tersedia.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Menurut pasal 6 undang-undang tersebut, pers di Indonesia memiliki
peranan sebagai berikut.

1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati
kebhinnekaan.

3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar.

4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum.

5) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

4.3Gambar Sumber: an.tv.com

Di era reformasi kegiatan pers mengalami perkembangan
yang luar biasa sejak digulirkannya kebebasan pers.
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3. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Perhatikan gambar 4.4. di samping.
Kegiatan apa yang ditunjukkan pada
gambar tersebut? Gambar tersebut
menggambarkan suatu pertemuan
umum untuk menyampaikan pandangan
dan menyampaikan protes. Tampak jelas
bahwa penyampaian pendapat tersebut
dilakukan di hadapan orang banyak dan
di tempat yang dapat didatangi setiap
orang. Ilustrasi tersebut mencerminkan
suatu konsep menyampaikan pendapat
di muka umum. Apakah yang dimaksud
dengan menyampaikan pendapat di
muka umum?

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyampai-
kan pendapat di muka umum artinya mengemukakan pendapat di
hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat
didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Pada masa sekarang, penyam-
paian pendapat di muka umum sering digunakan untuk mengemukakan
pandangan atau menyampaikan suatu protes. Biasanya permasalahan
atau protes yang dikemukakan menyangkut kepentingan bersama dan
persoalan yang penting. Tujuannya agar pendapat atau protes yang
dikemukakan memperoleh perhatian dari khalayak (orang banyak).
Diharapkan setelah khalayak umum memahami permasalahannya,
mereka mendukung apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Di Indonesia, penyampaian pendapat di muka umum sudah datur
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apa yang menjadi dasar
pemikiran lahirnya undang-undang tersebut? Tempat-tempat mana yang
boleh digunakan untuk menyampaikan pendapat? Adakah tempat-tempat
yang dilarang untuk mengadakan kegiatan tersebut?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 lahir dengan dasar pemikiran
sebagai berikut.

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak
asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia.

4.4Gambar Sumber: tripod.com

Pada masa sekarang, penyampaian pendapat di muka umum
merupakan salah salah satu cara yang banyak digunakan
untuk mengemukakan opini atau menyampaikan protes.



PKn untuk Siswa SMP-MTs Kelas VII
121

b. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di
muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan
sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana
yang aman, tertib, dan damai.

d. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-
tempat terbuka untuk umum, misalnya lapangan, pasar, di jalan raya,
halaman kantor gubernur, bupati/walikota, DPR, DPRD, dan sebagainya.
Sementara itu, tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan
pendapat di muka umum adalah di lingkungan istana kepresidenan,
tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut,
stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional
dan pada hari besar nasional.

4. Bentuk dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

a. Bentuk Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam kehidupan masyarakat yang demokra-
tis, biasanya terdapat beberapa bentuk penyam-
paian pendapat di muka umum yang sering
digunakan, misalnya unjuk rasa, pawai rapat
umum, dan mimbar bebas. Salah satu ciri penyam-
paian pendapat di muka umum adalah melibatkan
banyak orang/peserta. Mengapa demikian?
Keterlibatan banyak orang ini dimaksudkan
sebagai salah satu cara untuk menunjukkan
kepada khalayak bahwa pendapat mereka
didukung oleh sejumlah besar anggota masya-
rakat. Menurut pasal 28 UUD 1945, disebutkan
bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.

4.5Gambar Sumber: tempointeraktif.com

Siswa yang sedang berunjuk rasa menyoroti
masalah komersialisasi pendidikan.
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Penyampaian pendapat secara lisan contohnya pidato, dialog,
diskusi, dan musyawarah. Penyampaian pendapat secara tulisan
contohnya memasang spanduk, poster, gambar, pamflet, selebaran, dan
petisi. Adapun yang dimaksud dengan “dan sebagainya” contohnya
mogok makan, dan sikap membisu. Jadi selain secara lisan dan tulisan,
penyampaian pendapat dapat juga melalui perilaku atau kegiatan selain
lisan dan tertulis. Apa saja bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka
umum yang diatur dalam Peraturan Perundangan?

Perhatikan gambar 4.6. Kegiatan atau peristiwa apa yang ditunjukkan
pada gambar tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa
melibatkan banyak orang? Gambar tersebut memperlihatkan adanya
kegiatan unjuk rasa dari sejumlah besar massa guru menuntut peng-
angkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil. Unjuk rasa tersebut
melibatkan ribuan guru bantu sebagai suatu cara untuk menunjukkan
bahwa tuntutan mereka didukung oleh sejumlah besar guru bantu. Selain
itu, mereka ingin menunjukkan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan
merupakan kepentingan bersama.

Ada beberapa bentuk atau cara untuk menyampaikan pendapat di
muka umum, yaitu sebagai berikut.

1) Unjuk rasa atau demontrasi

Unjuk rasa merupakan salah satu
bentuk penyampaian pendapat di muka
umum yang dilakukan oleh seorang atau
lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan
lisan, tulisan, dan sebagainya secara
demontratif di muka umum. Kegiatan
semacam ini merupakan bentuk pe-
nyampaian pendapat di muka umum
yang paling sering digunakan. Unjuk rasa
ini sudah sangat sering dilaksanakan oleh
semua elemen masyarakat, mulai dari
siswa, mahasiswa, dan masyarakat sipil
lainnya.

Masyarakat Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 1998 telah memiliki
peraturan yang baru mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka
umum tersebut. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

4.6Gambar Sumber: walubi.or.id

Kebebasan mengemukakan pendapat harus memerhatikan
khalayak umum.
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Undang-undang ini lahir bersamaan dengan perubahan politik di tanah
air, yaitu dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, dari pemerintahan
otoriter ke pemerintahan demokratis. Pada saat itu sedang marak-
maraknya terjadi demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi kadang meng-
akibatkan perilaku anarkistis, bahkan terkadang aparat kepolisian tidak
mampu mengendalikannya.

2) Pawai

Perhatikan gambar di bawah. Kegiatan apa yang ditunjukkan pada
gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti itu?
Apakah kegiatan seperti itu dibenarkan menurut UU No. 9 Tahun 1998?

Pada gambar terlihat ratusan orang
membawa bendera yang berslogan
“pawai budaya, menumbuhkan rasa
solidaritas dan mengimplementasikan
kultural Bhineka Tunggal Ika”. Aksi
tersebut menggambarkan sikap mereka
yang ingin menerapkan beberapa nilai-
nilai dalam Pancasila terhadap berbagai
budaya yang selama ini berkembang di
Indonesia. Selain itu mereka juga
menuntut agar semua orang memiliki
rasa solidaritas, walaupun kebudayaan
di Indonesia bermacam-macam.

Ciri utama dari pawai adalah arak-arakan sejumlah besar massa di
jalan umum. Arak-arakan tersebut sebenarnya tidak harus menggunakan
kendaraan. Ada juga penyampaian pendapat di muka umum yang melalui
pawai dengan jalan kaki di jalan umum. Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa pawai merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-
arakan di jalan umum. Pawai merupakan salah satu bentuk penyampaian
pendapat di muka umum yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1998.

3) Rapat Umum

Seperti yang telah kalian pahami bahwa penyampaian pendapat di
muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan
sebagainya. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain pidato,dialog,
diskusi, dan rapat umum. Salah satu bentuk penyampaian pendapat di
muka umum yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999 adalah rapat umum.
Apakah yang dimaksud dengan rapat umum?

4.7Gambar Sumber: walubi.or.id

Pawai atau arak-arakan di jalan merupakan salah satu cara
untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
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Rapat Umum merupakan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
menyampaikan pendapat dengan tema tertentu, misalnya pertemuan
terbuka di tempat umum dari sebuah ormas Islam dengan tema “Umat
Islam bersatu dukung perjuangan melawan zionis Israel.” Mereka
menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap Israel.

4) Mimbar Bebas

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk
Perubahan (Amuba) dalam aksi peringatan enam tahun kejatuhan rezim
Soeharto, mengadakan “mimbar bebas” di depan gerbang kabupaten
hingga sore hari.

Sebenarnya mimbar bebas hampir
sama dengan rapat umum. Bedanya
adalah bahwa mimbar bebas merupa-
kan kegiatan menyampaikan pendapat
di muka umum yang dilakukan secara
bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
Mimbar bebas tersebut juga melibatkan
masyarakat umum. Sementara itu, rapat
umum merupakan pertemuan terbuka
yang dilakukan untuk menyampaikan
pendapat dengan tema tertentu. Jadi,
mimbar bebas adalah kegiatan menyam-
paikan pendapat di muka umum yang
dilakukan secara bebas dan terbuka
tanpa tema tertentu.

b. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Walaupun hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di
muka umum sudah dilindungi oleh undang-undang, bukan berarti
pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa batas. Dalam menyampaikan
pendapat di muka umum harus menaati peraturan perundangan yang
berlaku. Apa hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini? Apapula
kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah (polisi) ketika
warga negara menyampaikan pendapatnya di muka umum? Tempat-
tempat apa saja yang dikecualikan untuk menyampaikan pendapat di
muka umum? Bagaimana tata cara atau prosedur untuk menyampaikan
pendapat di muka umum? Semua hal yang ditanyakan tersebut diatur
dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

4.8Gambar Sumber: freehomepages.com

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk
Perubahan (Amuba) dalam aksi peringatan enam tahun
kejatuhan rezim Soeharto, mengadakan “mimbar bebas”
di depan gerbang kabupaten.
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1) Prosedur Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Prosedur yang harus ditempuh ketika warga negara akan menyam-
paikan pendapat di muka umum secara jelas tercantum dalam Undang-
Undang No. 9 Tahun 1998, terutama pasal 10 s.d. 14. Selanjutnya, tata
cara atau prosedur menyampaikan pendapat umum menurut undang-
undang tersebut adalah sebagai berikut.

a) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat
terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat
ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun
kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dan
pada hari besar nasional.

b) Pelaku atau peserta dilarang membawa benda-benda yang dapat
membahayakan keselamatan umum.

c) Penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan secara
tertulis kepada Polri.

d) Pemberitahuan harus disampaikan oleh
yang bersangkutan, pemimpin, atau
penanggung jawab kelompok.

e) Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x
24 sebelum kegiatan dimulai telah
diterima oleh Polri setempat.

f) Pemberitahuan secara tertulis tidak
berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam
kampus dan kegiatan keagamaan.

2) Penanggung jawab Kegiatan

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaannya
selain harus menaati/mengikuti prosedur yang berlaku, juga harus ada
penanggung jawab kegiatan. Berapa orangkah yang bertanggung jawab?
Apa tugas penanggung jawab?

Menurut UU No. 9 Tahun 1998, diatur ketentuan sebagai berikut.

a) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab agar kegiatan tersebut
terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

b) Setiap 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demontrasi dan
pawai harus ada sampai 5 orang penanggung jawab.

Surat pemberitahuan memuat :
a. maksud dan tujuan,
b. tempat, lokasi dan rute,
c.  waktu dan lama,
d. bentuk,
e. penanggung jawab,
f. nama dan alamat organisasi,

kelompok, atau perorangan
g. alat peraga yang digunakan, dan
h. jumlah peserta.

A g r e g a t
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3) Kewajiban Polri

Dalam setiap kehidupan pasti harus tercipta keseimbangan untuk
mencapai ketenangan dan ketentraman, keseimbangan tersebut tentunya
menyangkut hak dan kewajiban seseorang atau sekelompok orang.
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara.
Setiap hak yang dimiliki warga negara akan menimbulkan kewajiban

bagi negara. Sebaliknya setiap hak atau
kepentingan negara, akan menimbulkan
kewajiban bagi warga negara. Oleh
karena itu, sebelum menyampaikan
pendapat di muka umum, kita harus
mengetahui secara pasti hak dan kewa-
j iban kita sebagai warga negara.
Begitupun sebaliknya, aparatur negara
(Polri) pun harus sama. Apa yang men-
jadi kewajiban dan tanggung jawab
negara (dalam hal ini Polri)? Ketika
warga negara menggunakan haknya
untuk menyampaikan pendapat di
muka umum?

Menurut UU No. 9 Tahun 1998, kewajiban dan tanggung jawab
Kepolisian RI dalam hal ini adalah sebagai berikut.

a) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:

(1) memberikan surat tanda terima pemberitahuan;

(2) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat
di muka umum;

(3) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan
menjadi tujuan penyampaian pendapat;

(4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

b) Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap
pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

c) Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk
menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

d) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum
disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab
kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

4.9Gambar Sumber: Ap Photo

Kepolisian RI berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka
umum yang merupakan hak warga negara.
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Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan
Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung
Jawab

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa hak warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Hal ini berarti, kemerdekaan menyampaikan pendapat
memang seharusnya diberi tempat yang seluas-luasnya. Akan tetapi,
kemerdekaan itu juga harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Tentu
saja agar kemerdekaan itu tidak mengganggu kepentingan orang lain atau
orang banyak, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kemerdekaan
mengemukakan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung
jawab.

Apakah yang menjadi pedoman dalam menyampaikan pendapat
secara bebas dan bertanggung jawab? Apa tujuan diaturnya kemerdekaan
penyampaikan pendapat dimuka umum? Apa pentingnya mengemukakan
pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab? Apa akibatnya
jika kemerdekaaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas
tanpa batas?

B.

Petunjuk:

1. Kumpulkan beberapa gambar unjuk rasa/demonstrasi dari koran atau
majalah!

2. Buatlah kliping dengan tema “Kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum”!

3. Kelompokkan gambar-gambar unjuk rasa yang tertib dan yang tidak
tertib (anarkistis)!

4. Beri komentarmu terhadap gambar- gambar tersebut!

5. Kumpulkan kepada guru untuk mendapatkan nilai!

Tu g a s  P o r t o f o l i o
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Tujuan Pengaturan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum

Pada masa pemerintahan orde baru, kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum mendapat tekanan yang sangat berat. Masyarakat
hampir tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat di muka
umum, seperti unjuk rasa. Masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa
harus melalui syarat yang sangat sulit. Kalaupun akhirnya diizinkan, dapat
dipastikan akan diawasi secara ketat oleh polisi dan tentara, bahkan tidak
jarang perilaku unjuk rasa yang diculik atau ditahan tanpa pengadilan.
Sebagian dari mereka yang ditahan mengalami penyiksaan.

Tindakan seperti itu sering terjadi pada masa era orde baru. Kekuasaan
sering dijadikan tameng dalam mengambil keputusan. Akibatnya, masyarakat
menjadi korban kesewenangan kekuasaan. Ini berarti, masyarakat atau
warga negara tidak memperoleh kepastian perlindungan hukum.

Sekarang, di masa reformasi ini kemerdekaan menyampaikan pen-
dapat memperoleh perlindungan dan diatur dalam perundang-undangan.
Memang sudah seharusnya negara melindungi atau menjamin hak asasi
manusia ini. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, kemerdekaan penyampaikan
pendapat di muka umum diatur dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinam-
bungan dalam menjamin kemedekaan menyampaikan pendapat;

Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum
dilaksanakan berlandaskan pada
(a) asas keseimbangan antara
hak dan kewajiban, (b) asas
musyawarah dan mufakat,
(c) asas kepastian hukum dan
keadilan, (d) asas proporsionali-
tas (asas yang meletakkan
segala kegiatan sesuai dengan
tujuan dan hubungan kegiatan
tersebut), dan (e) asas manfaat.

A g r e g a t
c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi

berkembangnya partisipasi dan kreati-
vitas setiap warga negara sebagai perwu-
judan hak dan tanggung jawab dalam
kehidupan berdemokrasi;

d. menempatkan tanggung jawab sosial
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara tanpa meng-
abaikan kepentingan perorangan atau
kelompok.

Tujuan dan asas-asas tersebut merupa-
kan pedoman bagi kita dalam menyam
paikan pendapat di muka umum.

1.
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Pentingnya Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Secara Bebas
dan Bertanggung Jawab

Hak warga negara untuk mengemukakan pendapat merupakan hak
asasi politik. Dalam pelaksanaannya diperlukan landasan hukum yang
jelas agar tidak melampaui batas-batas dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan setiap warga negara untuk
mengemukakan pendapat juga harus disertai tanggung jawab. Maksudnya
agar pelaksanaan penyampaian hak tersebut dapat berlangsung secara
aman, tertib, dan damai.

Oleh karena itu, undang-undang memberi pembatasan dalam
mengemukakan pendapat di muka umum. Pembatasan yang diberikan
undang-undang bukan berarti mengurangi kebebasan melainkan justru
melindungi kebebasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab sangat
penting bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, bangsa, dan
negara. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas
dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut.

a. Menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan
orang lain.

b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Memberi rasa aman bagi mereka yang akan mengemukakan pendapat
maupun masyarakat serta instansi.

d. Adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara maupun aparat.

Selain itu, warga negara yang me-
miliki aspirasi dapat dikemukakan secara
baik dan tertib. Mereka yang diberi saran
atau kritik bisa memahami maksud dari
pihak lain. Masyarakat tidak merasa
terganggu kegiatannya serta merasa
aman. Hal itu dapat terwujud jika setiap
warga negara mampu memahami dan
mengendalikan diri untuk tidak melampaui
batas. Dengan kata lain, kemerdekaan
menyampaikan pendapat harus dilaku-
kan secara bebas dan bertanggung jawab.

4.10Gambar

Dalam musyawarah atau rapat kita bebas menyampaikan
pendapat. Akan tetapi, harus disertai rasa tanggung jawab.

Sumber: dpr.go.id

2.
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Akibat Kemerdekaaan Menyampaikan Pendapat yang Dilakukan
Secara Bebas Tanpa Batas

Sekalipun hak kemerdekaan
untuk menyampaikan pendapat di-
jamin, namun bukan berarti tanpa
batas. Penyampaian pendapat di
muka umum harus disertai tanggung
jawab dan memerhatikan batas-
batasnya. Kebebasan kita dibatasi
oleh hak atau kebebasan orang lain
dan peraturan perundangan yang
berlaku. Jadi, dalam menyampaikan
pendapat harus disertai rasa tanggung-
jawab dan menghargai orang lain.
Tata cara menyampaikan pendapat di
muka umum sudah diatur dalam

UU No. 9 Tahun 1998. Dengan adanya undang-undang tersebut, setiap
warga negara harus mematuhinya. Sementara itu, bagi warga negara
yang menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas tanpa batas akan
berakibat tidak baik. Apa akibat jika kemerdekaaan menyampaikan
pendapat dilakukan secara bebas tanpa batas?

Perhatikan gambar di atas. Apa yang ditunjukkan pada gambar
tersebut? Mengapa bisa terjadi begitu? Gambar tersebut mencerminkan
adanya kekacauan dan tindakan anarkistis dalam melakukan unjuk rasa.
Terjadinya kekacauan menyebabkan tidak terlaksananya hak atau
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini bisa terjadi
karena penyampaian pendapat itu dilakukan tanpa batas. Artinya tidak
memerhatikan orang lain dan tidak menaati undang-undang. Selain itu
juga karena penyampaian pendapat tidak disertai rasa tanggung jawab.

Warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak
bertanggung jawab yang akan membawa mereka pada tindakan
anarkitis. Tindakan anarkitis merupakan tindakan yang tidak mempeduli-
kan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. negara kita adalah
negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan warga negara yang
melanggar hukum akan mendapat sanksi yang tegas.

Menurut ketentuan Pasal 15 sampai Pasal 18 Undang-Undang RI
No.9 tahun 1998 ditegaskan bahwa:

3.

4.11Gambar

Unjuk rasa yang melampaui batas dan tidak bertanggung jawab
mengakibatkan tindakan “anarkistis”.

Sumber: Kemal Jufri (Corbis)
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a. jika pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tidak
memenuhi ketentuan, hal itu dapat dibubarkan;

b. pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan melanggar hukum
dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. jika penanggung jawab yang melakukan tindakan, dipidana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan
1/3 dari pidana pokok;

d. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-
halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka
umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana
penjara paling lama 1 tahun.

C. Media Massa dan Kebebasan Pers

Kebebasan pers pada masa pemerintahan Orde Baru mengalami
banyak hambatan. Hambatan-hambatan itu misalnya berwujud
pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi penerbit yang
dianggap mengganggu kepentingan penguasa, bahkan prosedur untuk
memperoleh SIUPP bagi perusahaan pers yang akan berdiri dibuat
sangat sulit. Sebaliknya, SIUPP akan mudah diperoleh dengan syarat
perusahaan pers mau membagi saham perusahaannya dengan penguasa.
Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang intinya membatasi
ruang gerak wartawan dan insan pers lainnya. Pembatasan tersebut
adalah dengan menetapkan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Kemudian Serikat
Penerbit Suratkabar (SPS) dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi
penerbit pers Indonesia.

1. Tuliskan masalah di dalam keluarga yang perlu dimusyawarahkan
segenap anggota keluarga!

2. Buatlah 5 kalimat usulan/saran yang akan kalian kemukakan dalam
musyawarah keluarga dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar
serta sopan!

3. Presentasikan di depan kelas secara bergantian!

T u g a s   I n d i v i d u
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4.12Gambar Sumber: bppimks.web.id

Pada masa reformasi, kebebasan pers berkembang
pesat dengan terbitnya berbagai media massa.

Pada masa reformasi yang dimulai pemerintahan Habibie,
kebebasan pers mulai tumbuh berkembang. Berbagai Peraturan Menteri
Penerangan (Permenmen) dan Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK
Menpen) yang memasung kebebasan pers dicabut, misalnya Permenpen
tentang SIUPP, Permenpen tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Wartawan, SK Menpen tentang Prosedur dan Persyaratan untuk
Mendapatkan SIUPP.

Setelah pencabutan beberapa peraturan tersebut, pemerintah
menetapkan Permenpen No. 01/Per/Menpen/1998 tentang SIUPP.
Peraturan ini secara jelas menyatakan adanya jaminan kebebasan pers
di Indonesia. Seperti yang sudah disajikan di muka bahwa menurut UU
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa
terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau
pelarangan penyiaran.

Sejak keluarnya UU No. 40 tahun 1999 tersebut, pertumbuhan
penerbitan pers nasional sangat pesat. Pada masa orde baru tercatat
jumlah SIUPP hanya 321 buah. Pada bulan April 1999 telah terbit SIUPP
sebanyak 852 buah. Kemudian pada bulan Juli 1999, jumlah penerbitan
pers menjadi 1427 buah. Jumlah tersebut masih terus bertambah hingga
saat ini. Di samping itu, organisasi kewartawanan juga mengalami

perkembangan yang cukup pesat. Di samping PWI,
saat ini tercatat jumlah organisasi kewartawanan

sebanyak 24 buah.

Di daerah-daerah, baik di pro-
vinsi maupun kota/kabupaten banyak
bermunculan koran-koran lokal.
Selain itu muncul beberapa radio
komunitas. Koran-koran dan radio
komunitas yang menjadi media

komunikasi bagi masyarakat daerah.
Media-media komunikasi tersebut

bermanfaat untuk mengembangkan
kebebasan berpendapat, menyebarkan

informasi dan pengetahuan, serta mengem-
bangkan wawasan masyarakat. Apa yang
dimaksud media massa? Bagaimana
peranan media massa dalam mengem-
bangkan kebebasan pers?
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1. Media Massa sebagai Pembentuk Opini Publik

Perhatikan gambar 4.13 di bawah. Gambar tersebut adalah
beberapa alat komunikasi modern. Bentuk-bentuk saluran komunikasi
modern ada 2 macam. Ada yang berupa saluran komunikasi antar-
pribadi dan saluran komunikasi massa. Saluran komunikasi antar-
pribadi menggunakan media telefon atau handphone, faksimili, surat,
surat elektronik (email) lewat internet. Media-media tersebut merupa-
kan media komunikasi antarpribadi. Lalu, apakah yang dimaksud
media massa?

Media massa adalah sarana komunikasi yang menghubungkan
masyarakat. Media massa terdiri atas media massa cetak dan media
massa elektronik. Media massa cetak misalnya koran, majalah, buku,
jurnal, selebaran, bulletin, dan sebagainya. Media massa elektronik,
misalnya radio, televisi, dan internet. Bagaimana peranan media massa
dalam membentuk opini publik (pendapat umum)? Apakah yang
dimaksud opini publik itu?

Secara umum opini publik menggambarkan suatu sikap bersama
atau suasana hati masyarakat, baik positif maupun negatif. Opini publik
mewakili pendapat atau pandangan masyarakat mengenai suatu
persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), opini artinya
pendapat atau pikiran, sedangkan publik berarti orang banyak atau
umum. Jadi, opini publik dapat
diartikan sebagai pendapat orang
banyak atau pendapat umum.

Menurut Bernard Hennessy,
opini publik adalah pendapat yang
dinyatakan oleh sejumlah orang
mengenai isu (peristiwa, kasus)
yang menyangkut kepentingan
umum, misalnya pendapat umum
mengenai meletusnya Gunung
Merapi ,  atau tentang Gempa
bumi di Yogyakarta dan Klaten,
lumpur panas di Sidoarjo Jawa
Timur, Ujian Nasional dan Kejar
Paket B dan C, dan sebagainya.
Apa yang mempengaruhi pendapat

4.13Gambar
Sumber: marcus.com

Handphone merupakan salah satu jenis media komunikasi
antarpribadi yang canggih.
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umum? Bagaimana pers (media massa) menanggapi opini publik yang
beraneka ragam? Apakah media massa sudah berada pada posisi yang
netral?

Jika dilihat dari unsur-unsurnya, pendapat umum dipengaruhi oleh
lima faktor. Kelima faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Adanya berbagai isu yang menyangkut kepentingan umum.

b. Adanya masyarakat atau sekelompok orang yang berkepentingan
dengan suatu persoalan.

c. Adanya berbagai pilihan terhadap isu yang ada di sekeliling kita.

d. Ekspresi pendapat yang muncul di sekitar isu, misalnya ungkapan atau
kata yang diucapkan atau dicetak media massa.

e. Besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap suatu isu yang
menyangkut kepentingan umum.

Semua negara di dunia terutama negara demokrasi, media massa
memiliki peran yang sama yaitu menjadi media pembentuk opini publik.
Opini publik dapat memengaruhi dan membentuk pendapat atau
pembicaraan orang banyak. Media massa dapat memengaruhi pendapat
masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. Media massa
menjadi sarana yang cukup efektif dalam membentuk pendapat umum
(opini publik), terutama menyangkut kebijakan pemerintah. Apakah opini
publik yang dibangun media massa selalu bersifat netral? Apa yang
diharapkan masyarakat dari media massa?

Media massa memiliki peran yang
sangat penting dalam mendukung
perkembangan kehidupan demokrasi
di Indonesia. Dengan pers yang bebas,
akan mendorong masyarakat untuk
menyampaikan pendapat secara bebas
dan bertanggung jawab. Namun, pen-
dapat umum yang dibentuk oleh media
massa terkadang bermuatan politik,
misalnya pendapat umum yang men-
dukung salah satu partai politik. Dalam
hal ini media massa condong berpolitik,
artinya tidak netral. Akibatnya infor-
masi yang disajikan tidak objektif dan
kurang akurat.

4.14Gambar
Sumber: majalahfokus.com

Banyak peristiwa yang dapat menjadi opini publik. Salah
satunya adalah bencana lumpur panas yang menimbulkan
pro-kontra dalam penanggulangannya.
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Sebenarnya masyarakat menghendaki media massa untuk bersikap
netral, tidak condong berpolitik. Media massa yang diharapkan masya-
rakat adalah yang dapat menyampaikan informasi secara akurat, objektif
dan terpercaya. Media massa yang seperti inilah yang dapat membantu
mencerdaskan masyarakat. Di samping itu dapat memperluas wawasan
masyarakat sehingga opini publik yang terbentuk bersifat positif.

2. Media Massa sebagai Kontrol Sosial

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa media
massa dapat menentukan pendapat dan perilaku masyarakat. Sebaliknya,
media massa yang objektif dapat menjadi potret masyarakatnya. Media
massa seperti ini dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mewariskan
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Akhirnya media massa
menjadi sarana untuk menampung dan mengekspresikan harapan,
keluhan, protes, dan kritik masyarakat terhadap isu atau kebijakan
pemerintah. Apa yang menjadi harapan, keluhan dan protes masyarakat
dapat tersalurkan melalui media massa untuk dikomunikasikan kepada
khalayak.

Petunjuk:

1. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 4-5 orang siswa

2. Tiap-tiap kelompok mencari isu atau kejadian/peristiwa yang ada di
sekitar tempat tinggalmu, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

3. Batas waktu mencari dan mengerjakan tugas proyek ini adalah 2 minggu.

4. Uraikan unsur-unsurnya dengan mengacu kepada pertanyaan berikut.

a. Apakah isunya?

b. Siapa yang berkepentingan dengan hal itu?

c. Bagaimana reaksinya?

d. Bagaimana penyelesaiannya?

5. Buatlah laporan secara tertulis!

6. Presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

Tu g a s  P r o y e k  1
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Media massa diharapkan selalu berpihak kepada masyarakat, bukan
kepada penguasa atau kelompok tertentu. Media massa yang berpihak
kepada masyarakat akan mampu membela dan menyuarakan aspirasi
dan kepentingan masyarakat. Hal ini akan memperkuat keberadaan
media massa di masyarakat.

Media massa yang berpihak kepada masyarakat akan mampu
menjadi pelaku kontrol sosial. Maksudnya mengawasi perilaku anggota
masyarakat dan pemerintah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dan

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah
Pancasila. Oleh karena itu, media massa di  negara
Indonesia juga dikenal dengan media massa yang
berasaskan Pancasila. Diharapkan media massa
mampu mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan
bernegara.

Sebagai pelaku kontrol sosial, media massa
akan mampu mengajak, mengarahkan, memaksa
masyarakat dan pemerintah untuk mematuhi nilai-
nilai Pancasila dan peraturan yang berlaku. Dalam
hal ini, media massa juga dapat menjadi sarana
untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kritik
masyarakat.

4.15Gambar Sumber: Ap Photo

Massa yang berunjuk rasa menjadi headline
di media massa. Secara tidak langsung, media
massa merupakan sarana untuk menyalurkan
aspirasi masyarakat

3. Media Massa Mendorong Kebebasan Berbicara dan Berkomunikasi

Sebagaimana telah kalian pahami, bahwa menurut UUD 1945 setiap
orang memiliki kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkomunikasi.
Dalam hubungannya dengan HAM, kebebasan tersebut termasuk hak asasi
yang mendasar, seperti hak hidup dan memeluk agama. Keberadaan media
massa di masyarakat merupakan perwujudan dari hak-hak tersebut.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah menjamin
kebebasan pers. Menurut UU tersebut, kebebasan pers adalah pers yang
bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar
hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Media cetak dan
media elektronik bebas dari tindakan penyensoran, pembredelan, atau
pelarangan pemuatan dan penyiaran.
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Dengan adanya pers yang bebas
akan mendorong masyarakat untuk
berani mengemukakan pendapatnya
karena dijamin oleh undang-undang.
Pers yang bebas dan mandiri akan
menjamin masyarakat memperoleh
kebebasan mendapatkan informasi
secara objektif dan bertanggung
jawab.

Selain hal tersebut, pers juga
sebenarnya telah mendidik masya-
rakat tentang bagaimana kita se-
harusnya mengemukakan pendapat
secara bebas dan bertanggung jawab.
Seseorang yang punya unek-unek pada sistem pemerintahan atau yang
lainnya dapat secara langsung menyampaikan hal tersebut melalui pers.

4.16Gambar
Sumber: dpr.go.id

Media massa sebagai sarana memperoleh dan meyampaikan
informasi kepada masyarakat.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan :

1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang siswa.

2. Carilah dan bacalah beberapa artikel/wacana/gambar yang ada di surat
kabar/majalah tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka
umum!

3. Cermati baik-baik isinya!

4. Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut ini.

a. Guntinglah artikel-artikel/gambar-gambar dengan rapi!

b. Tempelkan artikel-artikel/gambar-gambar pada selembar kertas
asturo, kertas manila atau kertas lainnya yang bagus untuk dipajang!

c. Kajilah bersama-sama teman kelompokmu.

d. Berikan judul yang menarik dan sesuai dengan isi arikel/gambar
tersebut!

e. Berikan ulasan/komentar terhadap artikel-artikel/ gambar-gambar,
sehingga menarik minat orang lain untuk melihat dan membacanya!

Tu g a s  P r o y e k  2



Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
138

5. Tulislah kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari artikel-artikel/ gambar-
gambar tersbut dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan berikut

a. Apakah melalui tulisan itu berarti pers Indonesia sudah menyuara-
kan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab?

b. Apakah artikel/wacana yang kalian analisis tersebut isinya objektif
atau sebaliknya sangat subjektif? Berikanlah alasan kalian!

c. Bagaimana kemungkinan dampak/akibat yang ditimbulkan bagi
masyarakat setelah membaca tulisan tersebut? Positif atau
negatifkah? Kemukakan pendapat kalian!

d. Tulislah saran yang dapat kalian berikan kepada penulis dan anggota
masyarakat yang membaca tulisan tersebut!

6. Konsultasikan hasil karya kelompok kalian dengan Bapak/Ibu guru tentang
isi maupun susunannya!

7. Buatlah karya pajangan kalian seindah dan sebaik mungkin sehingga
menarik untuk dilihat dan dibaca orang laian!

8. Pajanglah karya kelompok kalian tersebut di dinding kelas atau di papan
pajangan sekolah/mading sehingga orang lainpun dapat belajar dari hasil
karya kalian!

D. Menampilkan Perilaku Kemerdekaan
Mengemukakan Pendapat

Setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi-
nya melalui berbagai saluran. Saluran dalam hal ini adalah sarana
komunikasi baik tradisional maupun modern. Saluran komunikasi
tradisional merupakan saluran yang sejak dahulu sudah merupakan
saluran komunikasi baik antarpribadi maupun kelompok, misalnya
berkunjung ke rumah sahabatnya atau saudaranya untuk menyampaikan
dan mendengarkan pendapatnya terkait dengan suatu isu. Di samping
itu ada kegiatan rapat, musyawarah, baik di rumah, di kampung (RT, RW),
di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Sementara itu, saluran komunikasi
modern sudah diuraikan di muka.
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Mengemukakan pendapat merupakan hak seseorang. Kebebasan
atau hak kita dibatasi oleh hak orang lain dan undang-undang yang
berlaku. Kebebasan mengemukakan pendapat haruslah diimbangi
dengan kewajiban kita menghargai pendapat orang lain. Dalam
kehidupan demokrasi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar.
Kita harus menerima dan menghormati adanya perbedaan. Kita akan
terbiasa berlapang dada menghargai dan menerima pendapat orang lain.

Kesadaran seperti ini akan menjauhkan kita dari sifat egois yaitu
bahwa pendapat kitalah yang benar. Sifat seperti itu jelas tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terutama sila ketiga dan
keempat mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di samping
itu, dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang
menyangkut kepentingan bersama diutamakan melalui musyawarah
mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan kebudayaan
nasional Indonesia.

Agar musyawarah dapat berhasil mencapai kesepakatan (mufakat),
kita harus berpegang pada “hikmat kebijaksanaan”. Artinya, sikap dan
perilaku kita dalam musyawarah harus dilandasi oleh akal sehat (rasional)
dan hati nurani luhur (moralitas). Dalam musyawarah, faktor rasio dan
moral yang paling menonjol. Rasional, artinya bahwa pendapat yang kita
ajukan hendaklah bisa dipahami dan dimengerti akal sehat. Moralitas
yang bersumber pada hati nurani kita jadikan landasan sehingga tidak
menyimpang atau menyakiti orang lain.

Selain itu pendapat yang kita
sampaikan dalam musyawarah
haruslah diikuti dengan penuh tang-
gung jawab. Beberapa pendapat
yang ada dipertimbangkan baik dan
buruknya, manfaat dan akibatnya,
untung dan ruginya. Pendapat yang
kita sampaikan harus dapat diper-
tanggungjawabkan, baik secara
pribadi, kepada masyarakat, bangsa
dan negara maupun secara moral
kepada tuhan YME. Jangan sampai
pendapat kita merugikan diri sendiri,
masyarakat, bangsa dan negara.

Wakil presiden, Yusuf Kalla, sedang bermusyawarah dengan berbagai
perangkat unsur negara untuk merumuskan berbagai kebijakan.

4.17Gambar Sumber: setwapres.go.id
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Pendapat kita jangan sampai meretakkan persatuan dan keatuan bangsa.
Apa yang kita sampaikan juga harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan
(nilai agama).

Dalam memecahkan masalah melalui musyawarah terdapat
beberapa hal yang harus kita perhatikan.

1. Setiap peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat, karena
kita mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2. Setiap peserta musyawarah memberi sumbangan pikiran, usul, dan
saran untuk memecahkan masalah.

3. Semua pendapat, usul, dan saran dibahas bersama, dicari persamaan-
nya, dipadukan, dan diselaraskan.

4. Pendapat yang kita nilai paling baik kita tawarkan setelah mendapat
kesepakatan dari semua peserta, kita sahkan untuk dijadikan putusan
musyawarah.

Jika semua peserta menyetujui suatu usulan/pendapat untuk
dijadikan putusan, berarti proses musyawarah telah mencapai mufakat.
Namun, jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil karena
sulitnya menyamakan dan mempertemukan perbedaan pendapat dalam
musyawarah sementara proses musyawarah dibatasi waktu, dapat
ditempuh langkah kedua, yaitu pemungutan suara terbanyak.

Menurut UU No.9 Tahun 1998, pasal 6 dinyatakan bahwa warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

A g r e g a t

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, masalah yang kita hadapi
bisa diatasi dengan cara yang bijak, tanpa ada yang terluka hatinya
karena merasa dikalahkan dalam proses musyawarah. Putusan yang
dihasilkan musyawarah tidak merugikan semua pihak. Inilah yang
dimaksud putusan musyawarah yang berkualitas dan dapat diper-
tanggungjawabkan. Terhadap hasil putusan, baik yang ditempuh secara
mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak kita harus berjiwa
besar untuk menerima putusan tersebut dan melaksanakannya dengan
penuh rasa tanggung jawab.
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Perilaku tersebut harus selalu ter tanam dalam jiwa anggota
musyawarah, sebab masih ada orang-orang yang selalu berperilaku buruk
jika suaranya kalah dalam pemungutan suara.

Lakukan musyawarah kelas untuk membahas rencana rekreasi
liburan kenaikan kelas!

Petunjuk:

1. Tentukan tiga atau empat alternatif tujuan dan tempat rekreasi!

2. Tentukan/pilih ketua musyawarah untuk membahas dan mengambil
keputusan!

3. Setiap siswa/peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk menyampaikan pendapatnya.

4. Setiap siswa wajib menghormati pendapat temannya dan menaati
peraturan yang berlaku.

Tu g a s  P r o y e k  3

Petunjuk:

1. Siswa dibagi dalam 2 kelompok!

2. Kelompok 1 membuat slogan pada kertas manila yang berisi tuntutan
agar kepala perusahaan mundur dari jabatannya dalam bentuk      hujatan
dan bahasa yang kasar. Sementara kelompok 2 membuat slogan yang
sama namun menggunakan bahasa yang sopan sehingga tuntutan
berhasil tanpa melukai perasaan orang.

3. Kemudian masing-masing kelompok memperagakan unjuk rasa di depan
kelas dengan penghayatan kelompok 1 dengan cara yang kasar,
sedangkan kelompok 2 dengan cara yang sopan.

4. Setelah peragaan selesai diskusikan di kelas!

Tu g a s  P r o y e k  4
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R a n g k u m a n

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat hakikatnya adalah hak setiap
warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan perundangan dibuat bukan untuk mengekang kebebasan
berpendapat tetapi agar setiap warga negara dapat menyampaikan
kepentingan dan pemikirannya serta melindungi kebebasan mengemu-
kakan pendapat. Selain itu, peraturan tersebut membatasi agar kebe-
basan mengemukakan pendapat tidak disalahgunakan untuk melanggar
hak orang lain. Beberapa peraturan perundangan yang mengaturnya
antara lain UUD 1945, pasal 28, 28E ayat (3), 28F , UU No. 9 Tahun
1998, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, dan UU No. 32
Tahun 2002.

3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum artinya
mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain,
termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang
secara bebas tanpa adanya paksaan, hambatan maupun tekanan.

4. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, ada beberapa bentuk atau cara untuk
menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu unjuk rasa atau
demontrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

5. Kemerdekaan penyampaikan pendapat di muka umum diatur dengan
tujuan antara lain untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.

6. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung
jawab sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat,
bangsa dan negara, misalnya menjamin pengakuan dan penghargaan
terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta menciptakan keamanan
dan ketertiban masyarakat.

7. Warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak
bertanggung jawab yang akan membawa mereka pada tindakan anarkistis.

8. Peranan media massa dalam mengembangkan kebebasan pers, antara
lain membentuk opini publik, sebagai kontrol sosial, dan mendorong
kebebasan berbicara.
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9. Kebebasan menyampaikan pendapat dibatasi oleh hak dan kebebasan
orang lain serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menyam-
paikan kebebasan berpendapat kita harus menghargai orang lain, tidak
merugikan semua pihak serta mentaati peraturan perundangan yang
berlaku. Itulah yang dinamakan kebebasan yang bertanggung jawab.

10. Dalam musyawarah setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang
sama untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah berpegang teguh
pada asas hikmat kebijaksanaan, yaitu akal sehat (rasional) dan hati
nurani yang luhur (moralitas).

Pelatihan Bab 4

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan tulisan dan sebagainya
dimuat dalam UUD 1945 pasal....
a. 27 ayat (1) c. 29 ayat (2)
b. 28 d. 30 ayat (1)

2. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab
sesuai dengan....
a. keinginan dan kemauannya
b. hati nuraninya
c. peraturan perundangan yang berlaku
d. hak asasinya

3. Dasar pemikiran lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan
Pendapat di Muka Umum adalah bahwa....
a. pendapat itu disampaikan demi kepentingan umum, masyarakat, dan negara
b. demonstrasi atau unjuk rasa itu merupakan hak asasi manusia
c. kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum tidak dilarang
d. demonstrasi atau unjuk rasa itu perlu dijamin dalam peraturan perundangan
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4. Yang tidak termasuk bentuk-bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat di muka
umum adalah....
a. pawai c. rapat umum
b. karnaval d. mimbar bebas

5. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas
dan terbuka tanpa tema tertentu disebut....
a. mimbar terbuka c. unjuk rasa
b. mimbar bebas d. pawai

6. Penyampaian pendapat di muka harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri
selambat-lambatnya.... sebelum kegiatan dimulai.
a. 1 X 24 jam c. 3 X 24 jam
b. 2 X 24 jam d. 4 X 24 jam

7. Setiap 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demontrasi dan pawai
harus ada sampai....
a. dua orang penanggung jawab c. empat orang penanggung jawab
b. tiga orang penanggung jawab d. lima orang penangung jawab

8. Salah satu undang-undang organik kebebasan menyampaikan pendapat yaitu
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang....
a. demonstrasi c. pers
b. telekomunikasi d. penyiaran

9. Undang-Undang Pers lahir dengan mempertimbangkan peran strategis pers
nasional, yaitu....
a. sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk

opini
b. dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
c. menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan otonomi daerah
d. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai pelaksaaan HAM

10. Pemerintahan yang otoriter selalu membatasi gerak kebebasan pers demi....
a. melindungi kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
b. melindungi kepentingan penguasa dan kelompok yang dekat dengan

penguasa
c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
d. terciptanya ketahanan nasional dan stabilitas nasional yang mantap
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11. Era kebebasan pers nasional dimulai pada masa pemerintahan....
a. Soeharto c. K.H. Abdulrahman Wahid
b. B.J. Habibie d. Megawati

12 Pengaruh kebebasan pers nasional di era reformasi secara kuantitatif adalah....
a. jumlah penerbitan pers baru yang muncul sangat banyak
b. pencabutan beberapa Permenpen dan SK Menpen
c. bergabungnya beberapa organisasi kewartawanan
d. banyak film-film asing yang lolos sensor

13. Salah satu saluran komunikasi tradisional adalah....
a. telefon c. internet
b. faksimile d. surat kilat

14. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam UUD 1945....
a. pasal 28 A c. pasal 28 E
b. pasal 28 C d. pasal 28 F

15. Suara hati dan keluhan masyarakat dapat disalurkan melalui media massa untuk
disampaikan kepada publik. Dalam hal ini media massa sebagai....
a. katarsis sosial c. opini publik
b. kontrol sosial d. ekspresi Pendapat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998?

2. Apakah hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat?
3. Apa yang dimaksud dengan unjuk rasa?
4. Bagaimana batas kebebasan dan tanggung jawab warga negara untuk

menyampaikan pendapat di muka umum?
5. Bagaimana bentuk penyampaian pendapat di muka umum secara lisan?
6. Apa yang akan terjadi jika pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum

tidak memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998?
7. Bagaimana tata cara menyampaikan pendapat di muka umum?
8. Apa yang disebut dengan rapat umum?
9. Bagaimana konsekuensi bagi warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa

batas dan tidak bertanggung jawab?
10. Apa bedanya rapat umum dengan mimbar bebas?
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C. Skala Sikap

Berilah tanda centang ( ) dan berikan alasan yang rasional pada
kolom pilihan sesuai dengan sikap kalian terhadap pernyataan-
pernyataan yang ada pada kolom di bawah ini!

Yanti berusia 16 tahun
terpaksa menggugurkan
kandungannya karena malu
telah hamil di luar nikah.

Penertiban terhadap
Pedagang Kaki Lima (PKL)
yang menempati tempat
yang dilarang (trotoar, bahu
jalan dan bantaran sungai).

Pencuri sepeda motor yang
tertangkap basah oleh
massa harus dihajar ramai-
ramai agar jera.

Aparat kepolisian
melakukan tindakan
kekerasan kepada para
pengunjuk rasa.

Para tukang becak di
Semarang berunjuk rasa
menentang Perda yang
dianggap telah mengurangi
pendapatan/ hak-hak
mereka.

No Pernyataan Baik Buruk Alasan

1

2

3

5

4
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Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya, disebut....
a.  Hak Asasi Manusia c.  hak kodrati manusia
b.  hak asasi pribadi d.  instrumen hak asasi

2. Pernyataan/piagam Hak Asasi Manusia yang tertua di dunia adalah....
a. Hukum Hammurabi c. Petition of Rights
b. Magna Charta d. Bill of Rights

3. Salah satu contoh hak asasi manusia di bidang politik adalah....
a. memeluk agama dan beribadah c. mendapat pendidikan
b. memilih dalam pemilihan umum d. memilih pekerjaan

4. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945, pasal....
a. 28 A c. 28 C
b. 28 B d. 29 ayat (2)

5. Menurut Franz Magnis Suseno, hak individu untuk mengurus diri sendiri dengan
prinsip kebebasan yaitu bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak boleh dicampuri
pihak luar disebut....
a. hak asasi liberal c. hak asasi positif
b. hak asasi demokratis d. hak asasi sosial

6. Yang tidak termasuk hak-hak sipil dan politik (Convenant on Civil and Political
Rights) adalah ....
a. hak atas hidup c memiliki keyakinan dan beragama
b. kebebasan berpikir d. hak untuk membentuk serikat kerja

7. Jaminan dan perlindungan HAM di Indonesia tertuang dalam instrumen (hukum)
nasional antara lain UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang
HAM, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan...
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
b. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia
c. Pembukaan UUD 1945
d. berbagai konvensi yang diratifikasi

Pelatihan Semester 2
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8. UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia secara khusus, yaitu
dalam....
a. pasal  26 sampai dengan 34 c. pasal 28A sampai dengan 28J
b. pasal 27  sampai dengan 34 d. pasal 28 sampai dengan pasal 34

9. Pasal  28J  UUD 1945, antara lain memuat ketentuan bahwa....
a. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain  dalam tertib

kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
b. pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan
c. setiap orang berhak di bidang hukum, pekerjaan, kesempatan yang sama

pemerintahan dan status kewarganegaraan
d. perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

10. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut mengatur 10 macam hak dan
kebebasan manusia antara lain hak mengembangkan diri, yang tercantum dalam
pasal....
a.  9 sampai dengan 10 c. 17 sampai dengan 20
b. 11 sampai dengan 16 d. 21 sampai dengan 27

11. Yang tidak termasuk hak-hak wanita menurut UU No. 39 Tahun 1999,  pasal 45
s.d. pasal 51 adalah....
a. hak keterwakilan wanita dalam bidang eksekutif, legislatif
b. hak melakukan perbuatan hukum sendiri
c. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
d. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

12. Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh
UU No. 39 Tahun 1999 adalah....
a. hak untuk mendapat perlindungan dari orangtua, masyarakat, dan negara
b. hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama
c. hak melakukan perbuatan hukum sendiri dalam keluarga
d. hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam keluarga

13. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953  telah diratifikasi
dengan....
a. UU No. 7/1984 c. UU No. 5/1998
b. KepPres No. 36/1990 d. UU no. 68/1998
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14. Komisi Nasional HAM dibentuk berdasarkan....
a. Keppres No. 50   Tahun 1993 c. UU No. 39 Tahun 1999
b. Keppres No. 181 Tahun 1998 d. Keppres No. 9 Tahun 1999

15. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada
masyarakat Indonesia, merupakan salah satu tugas Komnas HAM dalam
melaksanakan fungsi....
a. pengkajian c. penyuluhan
b. penelitian d. pemantauan

16. Pembentukan Pengadilan HAM dituangkan dalam Undang-Undang....
a. No. 39 Tahun 1999 c. No. 26 Tahun 2000
b. No. 25 Tahun 2000 d. No. 27 Tahun 2000

17. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum
adanya UU Pengadilan HAM disebut....
a. Pengadilan HAM c. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Umum d. Pengadilan Ad Hoc

18. Menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok,
merupakan contoh....
a. kejahatan genosida c. kejahatan sosial budaya
b. kejahatan kemanusiaan d. pelanggaran HAM ringan

19. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjai tanggung jawabnya
disebut....
a. restitusi c. kompensasi
b. rehabilitasi d. kompetensi

20. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah....
a. 15 tahun c. 17 tahun
b. 16 tahun d. 18 tahun

21. Majelis hakim Pengadilan HAM terdiri dari 2 orang hakim pada pengadilan HAM
yang bersangkutan....
a. 2 orang hakim ad hoc c. 4 orang hakim ad hoc
b. 3 orang hakim ad hoc d. 5 orang hakim ad hoc
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22. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan maka
dibentuklah....
a. komnas HAM
b. pengadilan HAM
c. komisi perlindungan perempuan
d. komnas anti kekerasan terhadap perempuan

23. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM selain melalui pendekatan hukum,
adalah....
a. penyelesaian secara politik
b. penyelesaian secara moral, sosial, dan budaya
c. penyelesaian secara kekeluargaan
d. penyelesaian secara ekonomi dengan ganti kerugian

24. Apabila suatu kasus pelanggaran HAM yang berat menyangkut masyarakat
internasional, pengadilan yang berwenang adalah....
a. Mahkamah Internasional c. Pengadilan Koneksitas
b. Pengadilan HAM suatu negara d. Pengadilan HAM Internasional

25. Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000, penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh....
a. kapolri c. hakim agung
b. jaksa agung d. mahkamah agung

26. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya
dimuat dalam UUD 1945 pasal....
a. 27 ayat (1) c. 29 ayat (2)
b. 28 d. 30 ayat (1)

27. Penyampaian pendapat di muka  harus diberitahukan secara tertulis  kepada
Polri selambat-lambatnya.... sebelum kegiatan dimulai
a. 1 X 24 jam c. 3 X 24 jam
b. 2 X 24 jam d. 4 X 24 jam

28. Setiap 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demontrasi dan
pawai harus ada sampai....
a. dua orang penanggung jawab
b. tiga orang penanggung jawab
c. empat orang penanggung jawab
d. lima orang penangung jawab
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29. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, setiap warga negara berhak untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan....
a. keinginan dan kemauannya
b. hati nuraninya
c. peraturan perundangan yang berlaku
d. hak asasinya

30. Dasar pemikiran lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan
Pendapat di Muka Umum adalah bahwa....
a. pendapat itu disampaikan demi kepentingan umum, masyarakat dan negara
b. demonstrasi atau unjuk rasa itu merupakan hak asasi manusia
c. kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum tidak dilarang
d. demonstrasi atau unjuk rasa itu perlu dijamin dalam peraturan perundangan

31. Yang tidak termasuk bentuk-bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat di muka
umum adalah....
a. pawai c. rapat umum
b. karnaval d. mimbar bebas

32. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas
dan terbuka tanpa tema tertentu disebut....
a. mimbar terbuka c. unjuk rasa
b. mimbar bebas d. pawai

33. Salah satu undang-undang organik kebebasan menyampaikan pendapat yaitu
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang....
a. demonstrasi c. pers
b. telekomunikasi d. penyiaran

34. Era kebebasan pers nasional dimulai pada masa pemerintahan....
a. Soeharto c. K.H. Abdulrahman Wahid
b. B.J. Habibie d. Megawati

35. Pengaruh kebebasan pers nasional di era reformasi secara kuantitatif adalah....
a. jumlah penerbitan pers baru yang muncul sangat banyak
b. pencabutan beberapa Permenpen dan SK Menpen
c. bergabungnya beberapa organisasi kewartawanan
d. banyak film-film asing yang lolos sensor
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36. Undang-Undang Pers lahir dengan mempertimbangkan peran strategis pers
nasional, yaitu....
a. sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk

opini
b. dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
c. menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan otonomi daerah
d. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan HAM

37. Pemerintahan yang otoriter selalu membatasi gerak kebebasan pers demi....
a. melindungi kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
b. melindungi kepentingan penguasa dan kelompok yang dekat dengan

penguasa
c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
d. terciptanya ketahanan nasional dan stabilitas nasional yang mantap

38. Salah satu saluran komunikasi tradisional adalah....
a. telefon c. internet
b. faksimile d. surat kilat

39. Menurut Bernard Hennessy (1981) opini publik adalah....
a. kebohongan yang paling besar di dunia
b. suatu sikap bersama atau suasana hati masyarakat
c. pilihan rumit yang dinyatakan sejumlah orang mengenai isu yang menyangkut

kepentingan umum
d. sikap masyarakat pada umumnya yang didasari oleh rasa keadilan yang

kuat

40. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam UUD 1945….
a. pasal 28 A c. pasal 28 E
b. pasal 28 C d. pasal 28 F

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan empat macam kebebasan yang diajukan Presiden AS. Franklin D.
Rosevelt pada tahun 1941 !

2. Sebutkan sedikitnya 5 hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945!

3. Sebutkan sedikitnya 5 hak anak yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999!

4. Apa tujuan dan fungsi Komnas HAM ?
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5. Jelaskan lingkup kewenangan Pengadilan HAM !

6. Apakah hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat ?

7. Apakah tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 ?

8.  Apakah yang dimaksud dengan Pers dan Penyiaran ?

9. Bagaimana batas kebebasan dan tanggung jawab warga negara untuk
menyampaikan pendapat di muka umum ?

10. Bagaimana konsekuensi bagi warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa
batas dan tidak bertanggung jawab?
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G l o s a r i u m
Association Values : nilai-nilai perserikatan.
Akurat : teliti; saksama; cermat; tepat benar.
Anarkistis : sikap atau tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan

atau hukum yang berlaku.
Bodily Values : nilai-nilai kejasmanian.
Character Values : nilai-nilai watak.
Customs : adat-istiadat.
Economic Values : nilai-nilai ekonomis.
Elektromagnetik : berasal dari, berhubungan dengan, dihasilkan oleh

elektromagnetisme.
Folkways : kebiasaan.
Fundamental : bersifat dasar (pokok); mendasar.
Genoside : perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama.

Globalisasi : proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
Informasi : penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang

sesuatu.
Instrumen : alat untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi

manusia.
Intelectual Values : nilai-nilai intelektual.
Kolektif : secara bersama; secara gabungan.
Kolusi : kerja sama rahasia untuk maksud yang tidak terpuji/

persekongkolan jahat.
Kompensasi : ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena

pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian
sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Komunikasi : pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara
dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud
dapat dipahami; hubungan; kontak.

Kondusif : memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang
bersifat mendukung.

Konfrontasi : cara menentang musuh atau kesulitan dengan berha-
dapan langsung dan terang-terangan.

Kontrol : pengawasan; pemeriksaan; pengendalian.
Koordinasi : perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan

sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksana-
kan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Korupsi : penyelewengan/penggelapan uang negara atau
perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Kreativitas : kemampuan untuk mencipta; daya cipta.
Laws : hukum.
Liberal : bersifat bebas; berpandangan bebas.
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Mediasi : proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penye-
lesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Moralitas : segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau
adat sopan santun.

Mores : tata kelakuan.
Mufakat : setuju; seia sekata; sepakat.
Nepotisme : kecendrungan untuk mengutamakan sanak saudara

sendiri terutama dalam jabatan/pangkat/kedudukan
dilingkungan pemerintahan- Tindakan memilih saudara
sendiri untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.

Objektif : mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi
pendapat atau pandangan pribadi.

Opini : pendapat; pikiran; pendirian.
Partisipasi : turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan.
Pers : penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio.
Pornografi : penggambaran tingkah laku secara erotis dengan

lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
Preventif : bersifat mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran hak

asasi manusia, baik oleh penguasa atau pihak-pihak
yang kuat terhadap warga negaranya atau pihak-ihak
yang lemah.

Prosedur : tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
Publik : orang banyak (umum).
Rasional : menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut

pikiran yang sehat.
Recreation Values : nilai-nilai rekreasi.
Reformasi : perubahan secara cepat untuk perbaikan berbagai

tatanan di suatu masyarakat atau negara.
Rehabilitasi : pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan,

nama baik, jabatan atau hak-hak lain.
Restitusi : ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Usage : tata cara.
Vital : sangat penting.
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